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Pemberian hak pembebasan bersyarat merupakan salah satu pembinaan yang
bertujuan agar narapidana dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat.
Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum tentang
pembebasan bersyarat narapidana sebagai upaya pencegahan dan
penanggulangan penyebaran Covid 19 di Lembaga Pemasyarakatan, bagaimana
pelaksanaan hukum pembebasan bersyarat narapidana dalam masa Covid 19,
bagaimana hambatan dan upaya hukum pembebasan bersyarat narapidana sebagai
upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid 19 di Lembaga

Pemasyarakatan.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian pustakaan (library research)
dan penelitian lapangan (field research) dengan melakukan wawancara dengan
kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas | Tanjung Gusta Medan. Jenis data
penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dan disusun secara sistematis

dan dianalisis secara kualitatif.

Pengaturan hukum tentang pembebasan bersyarat narapidana sebagai upaya
pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid 19 di Lembaga
Pemasyarakatan adalah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-
19.PK.01.04.04/2020 bahwa pembebasan narapidana dilakukan dengan syarat selain
berkelakuan baik selama menjalani masa pidana juga telah menjalani 2/3 masa
pidana pada 31 Desember 2020 untuk narapidana dan telah menjalani ¥2 masa pidana
31 Desember 2020 untuk anak sementara syarat bebas melalui integrasi telah
menjalani 2/3 masa pidana bagi narapidana. Pelaksanaan hukum pembebasan
bersyarat narapidana dalam masa Covid 19 harus terpenuhi persyaratan
administratif dan substantif serta dalam tata cara pelaksanaannya petugas-petugas
dengan mendata narapidana diberikan sebuah surat yang nantinya diusulkan untuk
mendapat suatu pembebasan bersyarat dengan harus dilengkapi dokumen-

dokumen.

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka ditarik kesimpulan bahwa
hambatan hukum pembebasan bersyarat narapidana sebagai upaya pencegahan
dan penanggulangan penyebaran Covid 19 di Lembaga Pemasyarakatan adalah

hambatan Internal dan hambatan ekstrnal.
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